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I. UMUM 

Perkembangan masyarakat dunia abad ke-21 telah menunjukan 

kecenderungan adanya perubahan perilaku dan gaya hidup serta pola 

konsumsi pangan dari daging merah (red meat) ke produk perikanan. 

Produk perikanan tersebut dapat berasal dari kegiatan penangkapan Ikan 

maupun Pembudidayaan Ikan. 

Pengaturan Pembudidayaan Ikan diperlukan karena merupakan 

pendelegasian dari Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 

17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan. 

Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam 

mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, di sisi yang lain 

terdapat beberapa isu dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan yang perlu 

untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan 

kegiatan Pembudidayaan Ikan. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan 

pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan, serta kelestarian 

Sumber Daya Ikan dan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

pengelolaan perikanan budidaya agar dapat mencapai manfaat ekonomi 
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yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan 

lingkungannya. 

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah ini meliputi tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan 

Ikan, pemanfaatan dan pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan 

Sumber Daya Ikan, sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan, 

pengendalian mutu Pembudidayaan Ikan, pengelolaan Kesehatan Ikan 

dan Lingkungan, serta pembinaan dan pemantauan. 

  

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain instansi 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau 

melaksanakan tugas di bidang sumber daya Air. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain instansi 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau 

melaksanakan tugas di bidang penataan ruang. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “fisiografi” antara lain topografi 

lahan, elevasi lahan, vegetasi, pasang surut air laut, dan 

tekstur tanah. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “genangan Air lainnya” adalah 

genangan Air yang secara periodik atau terus menerus ada 

secara alami.  

Ayat (3)  

Pemanfaatan Air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan 

dapat berupa air tawar, air payau, dan air laut. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “diversifikasi Pembudidayaan Ikan” 

adalah penganekaragaman pengembangan kegiatan 

Pembudidayaan Ikan yang semula satu komoditas menjadi 

beberapa komoditas perikanan budidaya. 
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Huruf g 

Yang dimaksud dengan “biosekuriti” adalah upaya 

pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi organisme 

patogen dari luar dan mencegah berkembangnya organisme 

patogen ke lingkungan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 12  

Cukup jelas. 

 

Pasal 13  

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Ayat (1)  

Huruf a 

Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari alam 

merupakan Plasma Nutfah yang dapat dimanfaatkan untuk 

pemuliaan dan pelestarian.  

Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dapat berupa 

Ikan utuh atau bagian dari Ikan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Persyaratan teknis antara lain persyaratan lokasi, sarana 

dan prasarana, prosedur pemuliaan. 

Huruf c 

Persyaratan manajemen antara lain sumber daya manusia 

dan organisasi.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “prosedur pemuliaan” yaitu dokumen 

atau tata cara yang berisi tahapan dan persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk menghasilkan calon induk, induk unggul, 

dan/atau benih bermutu yang memiliki kriteria yang diharapkan 

atau direncanakan sesuai standar. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Kajian teknis antara lain memuat: 

1. hasil pengujian;  

2. penjelasan tentang kesesuaian, keunggulan, dan 

manfaat yang terdiri dari aspek teknologi, sosial 

ekonomi, dan lingkungan jenis Ikan hasil pemuliaan 

yang akan dilepas; dan  
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3. kebenaran silsilah, deskripsi, dan metode.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Kegiatan koordinasi pemuliaan antara lain terkait dengan: 

a. jenis Ikan yang akan dilakukan pemuliaan; 

b. sumber induk;  

c. metode pemuliaan; 

d. produksi dan perbanyakan;  

e. pendistribusian Ikan hasil pemuliaan; dan 

f. evaluasi hasil pemuliaan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Standar calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sesuai dengan 

standar induk unggul dan standar benih bermutu yang 

ditetapkan dengan Standar Nasional Indonesia. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 
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Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

  

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Persyaratan teknis dan keamanan pangan antara lain batas 

kandungan bahan pencemar fisik, kimia, dan biologis pada 

pakan dan/atau bahan baku pakan Ikan. 

Untuk pakan Ikan yang pengadaannya dilakukan melalui 

pemasukan dari luar negeri paling kurang harus dilengkapi 

dengan: 
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1. Certificate of Origin (CoO) dari otoritas kompeten negara 

asal; 

2. Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium 

terakreditasi dari negara asal; 

3. Surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara 

asal yang menyatakan bahwa pakan Ikan tersebut 

sudah dan masih diperdagangkan di negara asal; dan 

4. Surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada 

importir dan/atau distributor. 

Huruf c 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah Obat Ikan 

yang dihasilkan melalui proses biologi pada hewan atau 

jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, 

mendiagnosa penyakit, atau mengobati penyakit dengan 

proses imunologik, antara lain vaksin, sera (anti sera), 

antigen dan bahan diagnostic biologik. 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “sediaan farmasetik” adalah Obat 

Ikan yang dihasilkan dari bahan anorganik maupun 

organik dan/atau reaksi sintesa kimia yang dipakai 

berdasarkan daya kerja farmakologi, antara lain hormone, 

antibiotik, antibakteria, kemoterapetika, anti parasit, anti 

jamur, anthelmintik dan anestetika. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “sediaan premiks” adalah Obat Ikan 

yang dijadikan sebagai imbuhan pakan atau pelengkap 

pakan yang pemberiannya dicampurkan dalam pakan Ikan, 

terdiri dari imbuhan pakan (feed additive) dan pelengkap 

pakan (feed supplement). 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “sediaan probiotik” adalah Obat 

Ikan yang dihasilkan dari mikroba nonpatogenik yang 

secara alami ada dalam lingkungan di Air dan dalam tubuh 

Ikan yang bekerja dengan proses bioremediasi, biokontrol 

saluran cerna dan sebagai penyaing bakteri pathogen, 

antara lain bakteri Bacillus subtilis, Lactobacillus, 

Nitrosomonas dan Nitrobacter. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “sediaan obat alami” adalah bahan 

atau ramuan bahan yang berupa bahan asal tumbuhan, 

bahan asal hewan, bahan asal mineral, sediaan galenik, 

atau campuran dari bahan-bahan tersebut tanpa 

penambahan zat kimia berdaya kerja obat dan khasiatnya 

hanya berdasarkan data empiris serta belum ada data klinis 

lengkap, antara lain ekstrak daun meniran dan ekstrak 

daun sambiloto. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “obat keras” adalah Obat Ikan yang 

apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan 

dapat menimbulkan bahaya bagi Ikan, lingkungan, 

dan/atau manusia yang mengkonsumsi Ikan tersebut. 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat 

keras untuk Ikan yang diberlakukan sebagai obat bebas 

untuk jenis Ikan tertentu dengan ketentuan disediakan 

dengan jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara 

pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “obat bebas” adalah Obat Ikan yang 

dapat diperoleh dan dipakai secara bebas tanpa resep 

dokter hewan dan/atau rekomendasi ahli kesehatan Ikan. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Persyaratan teknis antara lain mutu, keamanan, dan 

khasiat Obat Ikan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 
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Pasal 41 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Persyaratan teknis antara lain sarana penyimpanan, tenaga 

ahli profesional, dan ruang penyimpanan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “obat-obatan yang tidak laik pakai” 

antara lain kemasan rusak, mengalami perubahan fisik 

(tekstur, warna, atau bau), dan/atau kadaluarsa.  
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Pasal 44 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pupuk organik” adalah pupuk yang 

berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan/atau 

bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah 

melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat 

diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan 

bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, 

dan biologi tanah. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pupuk anorganik” adalah pupuk 

hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan/atau biologis 

dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Ayat (1) 

Alat pengangkut hasil produksi Pembudidayaan Ikan dapat 

berupa wadah terbuka atau wadah tertutup. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
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Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “wadah Pembudidayaan Ikan” 

antara lain kolam, tambak, dan keramba. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “biosekuriti” adalah upaya 

pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi organisme 

patogen dari luar dan mencegah berkembangnya organisme 

patogen ke lingkungan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “kenyamanan Ikan” adalah kondisi 

wadah yang memungkinkan Ikan dapat bergerak, tumbuh, 

dan berkembang biak dengan baik. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Ikan konsumsi” adalah Ikan yang 

ditujukan untuk dikonsumsi manusia. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Ikan nonkonsumsi” adalah Ikan 

yang tidak ditujukan untuk dikonsumsi manusia antara 

lain Ikan hias, pakan alami/hidup atau vegetasi Air. 

Ayat (2)  

Pembesaran Ikan di laut termasuk pembesaran Ikan yang 

menggunakan air laut di tempat/wadah tertentu. 

 

Pasal 54 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Standar proses produksi pembesaran Ikan untuk setiap 

jenis Ikan dengan tingkat teknologi antara lain sederhana, 

semi intensif, intensif, atau super intensif. 
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Standar proses produksi pembesaran Ikan ditetapkan dengan 

Standar Nasional Indonesia. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “survailen” adalah pengumpulan data 

penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di 

lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan 

dan keganasan penyakit. Survailen penyakit Ikan ini dilakukan 

pada suatu populasi Ikan yang terindikasi penyakit tertentu 

dalam rangka pengendalian penyakit Ikan. 

Yang dimaksud dengan “monitoring” adalah pengumpulan data 

dan informasi secara sistematis dan berkelanjutan yang 

ditujukan untuk mengetahui keragaman dan penyebaran 

penyakit dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah. 

Survailen dan monitoring dilakukan secara periodik atau 

berdasarkan laporan. 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Penetapan status kondisi lokasi dilakukan untuk 

menentukan ada atau tidak adanya penyakit ikan target 

survailen dan monitoring. 

Huruf e 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Analisis risiko terhadap jenis atau strain/varietas Ikan baru 

dilakukan untuk pemasukan ikan dari setiap negara. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Pengujian sampel Obat Ikan yang beredar dapat dilakukan 

melalui pengujian mutu sewaktu-waktu. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu dapat 

digunakan untuk melakukan penelusuran Ikan hasil 

pembudidayaan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pencemaran Sumber Daya Ikan” adalah 

tercampurnya Sumber Daya Ikan dengan makhluk hidup, zat, 
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energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia 

sehingga Sumber Daya Ikan menjadi berkurang atau tidak 

berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi 

yang memanfaatkannya. 

Yang dimaksud dengan “kerusakan Sumber Daya Ikan” adalah 

terjadinya penurunan potensi Sumber Daya Ikan yang dapat 

membahayakan kelestarian di lokasi perairan tertentu yang 

diakibatkan oleh perbuatan manusia yang telah menimbulkan 

gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau 

daur hidup Sumber Daya Ikan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Ayat (1) 

Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan digunakan untuk 

melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa 

Kesehatan Ikan dan Lingkungan. 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Laboratorium pengujian digunakan untuk pemeriksaan dan 

pengujian penapisan (screening) serta diagnosa presumtif. 

Huruf b 

Laboratorium acuan digunakan untuk pemeriksaan, 

pengujian, dan diagnosa konfirmasi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 
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